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KEMENHUB. Program Padat Karya.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, perlu dilakukan upaya
percepatan pelaksanaan Program Padat Karya yang
bersumber dari dana APBN yang bertujuan untuk
menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN
UMUM PENYELENGGARAAN PROGRAM PADAT KARYA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penanggung Jawab Kegiatan adalah Pejabat pada unit
pelaksana  teknis yang  bertanggungjawab  atas
pelaksanaan kegiatan Padat Karya infrastruktur di
Provinsi/Kabupaten/Kota.

Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan
pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan
teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan,
meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka
stunting.

Infrastruktur adalah sarana fisik untuk menunjang sosial
ekonomi masyarakat.

Penganggur adalah Penduduk yang tidak mempunyai
pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.

Setengah Penganggur adalah Penduduk yang bekerja di
bawah jam kerja normal (<35 (kurang dari tiga puluh
lima jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau
masih bersedia menerima pekerjaan.

Penduduk Miskin adalah Memiliki rata-rata pengeluaran
perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Stunting adalah Penduduk yang memiliki balita
bermasalah gizi.

Pekerja adalah para tenaga kerja yang direkrut dari
masyarakat penganggur, setengah penganggur dan
miskin disekitar lokasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya
infrastruktur yang memenuhi kriteria pekerja Padat

Karya serta yang terdaftar sebagai pekerja Padat Karya.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Unit Kerja Eselon 1 adalah Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai
acuan kegiatan Padat Karya bagi wunit kerja di
Lingkungan Kementerian Perhubungan mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta
monitoring agar sasaran kegiatan Padat Karya dapat
tercapai sesuai dengan tujuan.
Tujuan ditetapkannya Keputusan Menteri ini untuk
mewujudkan hasil yang efektif dan efisien sesuai dengan
sasaran program yang ditetapkan dan menyediakan atau
meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan
partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk
meningkatkan sosial ekonomi wilayah.
Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas
upaya:
a. menekan jumlah penganggur, setengah penganggur,

dan masyarakat miskin;
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(1)

(2)

(3)

b. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan
partisipasi masyarakat;

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan
masyarakat;

d. mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin,
perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada
pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan
pemberdayaan masyarakat;

e. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat; dan

f. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan
pembangunan secara swakelola dan Padat Karya

tunai.

Pasal 3

Sasaran  Kegiatan Padat Karya di lingkungan

Kementerian Perhubungan, meliputi:

a. terbangun dan terawatnya infrastruktur
transportasi;

b. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan; dan

c. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja
lokal dalam pembangunan.

Kegiatan Padat Karya memberikan manfaat dan dampak,

yang terdiri atas:

a. peningkatan produksi dan nilai tambah;

b. perluasan kesempatan kerja sementara;

c. perluasan akses pelayanan dasar; dan

d. peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa
terisolir).

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini, yaitu:

a. masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha
komoditas unggulan;

b. masyarakat pekerja dalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur; dan

c. masyarakat umum pengguna infrastruktur yang

terbangun.
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BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri meliputi:

o

S I

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Penyelenggara;

Penyelenggaraan dan Jenis Kegiatan;
Persiapan dan Perencanaan;
Pelaksanaan;

Pembinaan;dan

Pelaporan.

Pasal 5
Penyelenggaraan program penciptaan lapangan kerja
yang dioptimalkan dengan:
a. Padat Karya; dan/atau
b. swakelola.
Pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai yang bersifat
swakelola dengan tetap berpedoman pada pengadaan
barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6
Penyelenggaraan program Padat Karya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas tahapan:
a. tahap persiapan;
b. tahap perencanaan;
c. tahap pelaksanaan konstruksi;
d. tahap pasca konstruksi;
e. pemantauan dan pengendalian; dan
f. mekanisme pencairan dana.
Strategi kegiatan dengan mengembangkan potensi

ekonomi lokal untuk menciptakan lapangan kerja,
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(1)

(2)

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi

kemiskinan, meliputi:

a. sinkronisasi kebijakan umum dan pembangunan
daerah;

b. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
wilayah  yang  terintegrasi dengan  rencana
penyediaan infrastrukturnya;

c. penetapan dan pengembangan potensi lokal
kawasan;

d. penguatan kapasitas Pemerintah Daerah; dan

e. penguatan kapasitas kelembagaan lokal.

BAB IV
PENYELENGGARA

Pasal 7
Penyelenggara kegiatan Padat Karya di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:
a. penanggung jawab kegiatan yaitu Pejabat Eselon I
sesuai kewenangannya;
b. penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas
sebagai berikut:
1. menyusun kebijakan penyelenggaraan kegiatan;
2. menyusun program dan perencanaan anggaran
serta kegiatan tahunan;
3. melakukan pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan;
membentuk Tim Monitoring;
melakukan koordinasi dengan pemangku
kepentingan yang terkait dengan kegiatan; dan
6. melaporkan penyelenggaraan kegiatan kepada
Menteri.
Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 4 dibentuk di lingkungan Pejabat Eselon I
apabila dibutuhkan dengan tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan

mulai tingkat nasional hingga tingkat kecamatan;
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b. mengoordinasikan dan membina seluruh pemangku
kepentingan penyelenggara kegiatan;

c. menyiapkan Pedoman Pelaksanaan;

d. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi di
tingkat pusat;

e. melakukan koordinasi dengan seluruh pelaku
kegiatan di tingkat daerah provinsi dan daerah
kabupaten /kota;

f.  melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada
Pejabat Eselon I sebagai pengarah kegiatan;

g. kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan di
daerah melalui Satuan Kerja yang dibantu oleh
konsultan pendamping;

h. pelaporan progres triwulan kegiatan kepada Unit
Organisasi Eselon I ditembuskan kepada Tim
Monitoring Kementerian Perhubungan; dan

i.  koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan satuan
kerja (satker).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Tim Monitoring dapat dibantu oleh konsultan.

Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh PPK pada

unit kerja masing-masing yang bertugas mengelola

anggaran kegiatan tiap tahun yang ditetapkan dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

BAB V
PENYELENGGARAAN DAN JENIS KEGIATAN

Pasal 8

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok
dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok.

Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat sekitar
proyek baik di wilayah daerah provinsi atau
kabupaten/kota yang memiliki dan tanpa memiliki
keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga
terlatih yang berasal dari unsur masyarakat untuk

memastikan hasil pekerjaan berkualitas.
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(3) Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan,
pengetahuan, dan teknologi tepat guna.

(4) Penyelenggaraan kegiatan program penciptaan lapangan
kerja dengan Padat Karya dan swakelola dilakukan pada
jenis kegiatan:

a. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana
di bidang transportasi darat;

b. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana
di bidang transportasi laut;

c. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana
di bidang transportasi udara;

d. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana
di bidang perkeretaapian;

e. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana
di lingkungan BPSDM; dan

f. pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana
di lingkungan BPTJ.

(5) Jenis kegiatan Program Padat Karya mencakup paling
sedikit kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Kriteria lokasi terdiri atas kategori daerah baik di tingkat

Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, yaitu:

a. kemiskinan, merupakan kantong kemiskinan tingkat
perkembangan desa termasuk desa tertinggal dan desa
berkembang;

b. stunting merupakan desa dengan stunting tinggi;

c. tenaga kerja Indonesia, diutamakan daerah yang menjadi
kantong tenaga kerja indonesia; dan

d. pengangguran, merupakan desa atau wilayah yang

banyak penganggur.
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Pasal 10
Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga yang
terlibat kegiatan Padat Karya.
Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan secara harian, namun apabila tidak
memungkinkan diberikan secara mingguan atau

bulanan.

Pasal 11

Pelaksanaan program Padat Karya mengutamakan
penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang
berasal dari warga desa setempat, sehingga bisa
menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi
warga desa yang terlibat di kegiatan Padat Karya
khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang telah ditetapkan dalam Program Padat Karya oleh
Presiden.

Selain program Padat Karya pada Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan
upaya program Padat Karya pada pemerintah daerh
kabupaten/kota selain yang telah ditetapkan sebanyak
35 (tiga puluh lima) daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan kemampuan anggaran dan rencana program

dalam Renstra Kementerian Perhubungan.

BAB VI
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

Pasal 12
Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis
melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat
dilaksanakan melalui Program Padat Karya dan
mengajukan usulan kepada Pejabat Eselon [ untuk
meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
Pejabat Eselon I mengkaji usulan kegiatan dari Kuasa

Pengguna Anggaran dan dapat memberikan persetujuan
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terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan
dengan Padat Karya.

Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis
menyampaikan pekerjaan yang dapat dilaksanakan
dengan Program Padat Karya pada masing-masing paket
pekerjaan paling sedikit memuat jenis pekerjaan, lokasi
pekerjaan, jadwal pelaksanaan dan penyerapan jumlah

tenaga kerja setempat yang dilibatkan.

Pasal 13

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat

Komitmen perlu menetapkan perhitungan tenaga kerja

dengan mempertimbangkan beberapa hal meliputi:

a. tenaga kerja yang digunakan = merupakan
masyarakat (penganggur, setengah penganggur dan
masyarakat miskin) disekitar lokasi yang sudah
ditentukan disertai dengan Nomor  Induk
Kependudukan (NIK);

b. peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan
sederhana;

c. jam kerja efektif untuk pekerja diperhitungkan
selama 7 (tujuh) jam per hari, dan 40 (empat puluh)
jam per minggu;

d. volume pekerjaan ditentukan melalui hasil
pengukuran lapangan yang telah disetujui; dan

e. besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan
dengan Standar Biaya Umum (SBU)/Upah Minimum
Provinsi (UMP) yang berlaku untuk seluruh
Kabupaten/Kota di (satu) darah Provinsi.

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat

Komitmen berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

dalam melakukan pendataan terhadap warga setempat

yang memenuhi kriteria menjadi tenaga kerja Padat

Karya dan memverifikasi data tersebut.
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BAB VII
PELAKSANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Padat Karya,

dilakukan dalam setiap tahapan, yaitu:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

tahap penyusunan RAPBN, penanggung jawab
diwajibkan untuk reviu RAPBN;

persiapan pelaksanaan, yang meliputi pembentukan TPK,
penyusunan rencana kerja, pendataan tenaga kerja dan
identifikasi sumber daya yang akan diambil secara Padat
Karya, pengadaan barang dan jasa;

pelaksanaan pelibatan tenaga kerja lokal sesuai dengan
tujuan Padat Karya dan pembayaran upah; dan
pelaporan penyampaian data mengenai jumlah tenaga
kerja yang terlibat, dan anggaran yang diserap untuk

upah.

Pasal 15

Pendataan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal
13 dilakukan terhadap tenaga kerja lokal dan identifikasi
sumber daya lokal (bahan material, peralatan, teknologi)
sesuai dengan Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis
Kegiatan.

Pendataan dan penggunaan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disertai juga upaya pendaftaran
seluruh pekerja pada jaminan kesehatan untuk

melindungi dari kecelakaan kerja.

Pasal 16
Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat
Komitmen dapat melaksanakan kegiatan Program Padat
Karya setelah menerima rekomendasi, persetujuan, atau
berita acara hasil konsultasi dari Pejabat Eselon I terkait.
Pelaksanaan kegiatan Program Padat Karya tetap

mengikuti peraturan/ketentuan lainnya yang berlaku.
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Dalam melaksanakan kegiatan Program Padat Karya,

baik penyedia jasa maupun pengguna jasa (Kuasa

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen)

harus memenuhi etika pelaksanaan pekerjaan konstruksi

sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa
tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran
dan ketetapan tercapainya tujuan dalam
pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

bekerja secara operasional, mandiri atas dasar
kejujuran dan mencegah terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan;

menghindari dan  mencegah  penyalahgunaan
wewenang dan/atau melakukan kegiatan bersama
dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Negara; dan

tidak menerima, tidak menawarkan dan atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah/imbalan berupa apapun kepada siapa saja
yang diketahui patut diduga berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 17

Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Padat

Karya di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan

dengan cara:

a. Pengendalian;

b. Pengawasan;

c. Evaluasi; dan

d. Sosialisasi.
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Pasal 18

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a, merupakan serangkaian kegiatan pemantauan,
pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan untuk
menjamin pelaksanaan kegiatan Padat Karya dari tahap
persiapan, perencanaan, pelaksanaan
konstruksi/pembangunan infrastruktur yang
direncanakan selesai, berfungsi, dan sesuai dengan
prasyarat dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Pengendalian sebagaima dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:

a. memastikan prinsip, pendekatan, dan mekanisme
kegiatan berjalan efektif;

b. menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan
waktu dan standar prosedur yang ditetapkan;

c. terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan indikator kinerja;

d. pelaporan yang terstruktur; dan

e. media pengujian kepatuhan atas sistem dan
prosedur.

Pengendalian sebagaima dimaksud pada ayat (1) memiliki

sasaran sebagai berikut:

a. menciptakan sinergi antar pelaku kegiatan;

b. mengontrol implementasi untuk mencapai target dan
indikator kinerja kegiatan;

c. memastikan bahwa semua alat, sosialisasi dan
materi (petunjuk teknis) yang tersebar di pemangku
kepentingan memiliki keterkaitan dengan
pencapaian tujuan kegiatan Padat Karya;

d. memastikan bahwa personel memiliki kualitas dan
kinerja yang baik;

e. mengelola jadwal kegiatan, dan menghasilkan
efisiensi  biaya  sesuai dengan kebutuhan
implementasi kegiatan; dan

f. memastikan ketersediaan data terbaru dan
informasi kegiatan yang lengkap, dan sesuai kualitas

data yang diharapkan.
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Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf b, merupakan kegiatan mengamati perkembangan
setiap tahapan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan
melalui cara pemantauan baik langsung maupun tidak
langsung di lapangan.

Pengawasan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan atau

langkah-langkah operasional, yang perlu ditempuh

berdasarkan hasil pemantauan, meliputi:

a. koreksi atas setiap penyimpangan kegiatan;

b. akselerasi atas setiap keterlambatan; dan

c. klarifikasi ketidak-jelasan dan sebagainya untuk
memperbaiki kualitas pelaksanaan konstruksi.

Pemantauan dilakukan dengan mekanisme monitoring

yaitu sebagai berikut:

a. pemeriksaan oleh Pemerintah;

b. pemantauan berjenjang kepada seluruh aparatur
terkait pelaksanaan kegiatan dan pihak konsultan
selaku fasilitator yang akan berkoordinasi dengan
aparat terkait melakukan pemantauan secara
berjenjang;

c. pemantauan oleh konsultan dan fasilitator yang
dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional,
provinsi, hingga ke desa tempat lokasi pembangunan
dilakukan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin
dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan
kegiatan Padat Karya dan kunjungan ke lokasi
kegiatan Padat Karya; dan

d. pemantauan secara melekat juga dilakukan oleh
fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan
kegiatan, dengan maksud agar perbaikan dan
penyesuaian pelaksanaan kegiatan segera

dilakukan.
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Pasal 20

Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf c, bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan,
manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang
dilaksanakan dalam kerangka Kegiatan Padat Karya
terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala
oleh pelaksana kegiatan dari tingkat pusat, daerah
provinsi, daerah kabupaten, hingga kecamatan.

Kegiatan evaluasi disusun secara sistematis, objektif, dan
transparan yang dilakukan berdasarkan laporan, hasil

pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak.

Pasal 21

Komponen dan indikator dalam evaluasi meliputi:

a.

b.

C.

(1)

(2)

ketepatan sasaran, dengan indikator:

1. penentuan lokasi;

2. target sosialisasi;

3. pengidentifikasian masalah; dan

4. perencanaan kegiatan;
manajemen proyek, dengan indikator:

1. kesesuaian biaya;

2. kuantitas dan kualitas pekerjaan; dan

3. proses, kinerja pelaksanaan, dan waktu;
partisipasi masyarakat, dengan indikator adanya
keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan
kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, proses serah terima
hasil kegiatan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta

dampak dari hasil kegiatan.

Pasal 22
Penanggung jawab anggaran melakukan pengawasan
secara berkala yaitu bulanan atau triwulanan terhadap
kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan
sumber daya lokal.
Penanggung jawab anggaran melibatkan pemerintah

daerah  Kabupaten/Kota, aparat kecamatan dan
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pemerintah desa dalam seluruh kegiatan pemantauan
dan evaluasi.

(3) Penanggung jawab anggaran menyampaikan laporan
hasil pengawasan kepada Menteri disertai bukti
pelaksanaan kegiatan yang disahkan atau diketahui oleh
pemerintah daerah dimana lokasi kegiatan dilaksanakan
seperti data rinci tenaga kerja serta NIK kependudukan,
daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti
belanja, hasil kegiatan, dan lainnya, termasuk
pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di lokasi

kegiatan.

Pasal 23
Penyampaian informasi kegiatan lokasi dan anggaran yang
tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan
tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat

Desa dimana lokasi kegiatan dilaksanakan.

Pasal 24
Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d,
dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dengan
melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa di

daerah setempat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 25
(1) Sistem pelaporan dilakukan secara periodik/berkala
dan/atau sewaktu-waktu yang memuat perkembangan
fisik dan keuangan serta dilaporkan secara berjenjang
mulai dari tahap awal sampai akhir kegiatan sebagai

bahan pengendalian dan pengawasan.
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Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat
Komitmen melaporkan Program Padat Karya secara
periodik melalui Aplikasi e-Monitoring dan melalui surat
resmi kepada Pejabat Tinggi Madya terkait.

Laporan yang disampaikan paling sedikit berisi antara
lain:

a. daftar penyerapan tenaga kerja;

b. absensi/daftar hadir pekerja;

c. tanda bukti pembayaran upah; dan

d. foto dokumentasi pelaksanaan.

Pasal 26

Sebagai Pembina, Menteri bertugas memberikan arahan
teknis pelaksana kebijakan agar pelaksanaan Padat
Karya dapat dilaksanakan secara optimal dari pusat
sampai desa sesuai urusan yang ditanganinya.

Sebagai penanggung jawab, Eselon I bertugas membantu
Menteri dalam membina dan mengawasi keseluruhan
pelaksanaan Padat Karya yang bersumber dari anggaran
Kementerian Perhubungan dalam lintas Ditjen dimana
Ditjen selaku pengelola teknis program/kegiatan
dan/atau Dana Desa.

Sebagai  penanggung jawab teknis Kementerian
Perhubungan, Kepala Biro Perencanaan bertugas
melakukan koordinasi lintas Eselon I, selaku pengelola
teknis program/kegiatan, pengawalan (monitoring dan
evaluasi) pelaksanaan Padat Karya, dan melaporkan
secara bulanan progres kepada Menteri melalui

Sekretaris Jenderal.

Pasal 27

Para Pejabat Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan atas

pelaksanaan penyelenggaraan Program Padat Karya.

Pasal 28

Bentuk dan format Standar Operasional Prosedur Monitoring

Evaluasi dan pelaporan, form rekapitulasi rencana dan
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realisasi, form daftar pekerja, form daftar hadir pekerja, dan
form wupah pekerja Program Padat Karya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29
Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan program
Padat Karya dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan, berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 73 TAHUN 2018

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
FROGRAM PADAT KARYA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
FERHUBUNGAN

A. JENIS KEGIATAN PADAT KARYA

L. SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT
A, Pekerjaan Pemasangan Gebalan Rumput, Pemotongan Rumput;
B. Pembuatan Saluran Drainase, Pembersihan Saluran, dan
MNormalisasi Saluran;
Rehabilitasi Bangunan dengan Tingkat Kerusakan Ringan;
Pekerjaan Pemasangan Pagar;
Pekerjaan Pengecetan;
Pekerjaan Galian, Urugan dan Pemasangan; dan
Pekerjaan Tanpa Keahlian Lainnya.

o™ mUDD0

[I. SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT
A, Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Bangunan;
B. Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitasi Pelabuhan; dan
C. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
(SNBP).

[I. SEKTOR PERHUBUNGAN UDARA
A, Pekerjaan Penanaman dan/atau Pemotongan Rumput;
B. Pekerjaan Pengecatan;
C. Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan yang bersifat Sederhana;
D. Pekerjaan Pembuatan SaluranfDrainase Sisi Darat dalam Skala

Kecil;
E. Pekerjaan Galian dan Timbunan Kabel;dan
F. Pekerjaan Galian dan Timbunan untuk Pekerjaan Non-Kontruksi.
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IV. SEKTOR PERKERETAAPIAN

Al
B.

T

—

B
C
D
E

Pekerjaan Pembersihan Lahan [ Stripping;

Security/ Safetyman/Penjaga Malam (Penjaga Semboyan/Keamanan
Lokasi Kerja;

Pekerjaan Sementara Baik Bangun/Bongkar Direksi Keet/Bedeng,
Gudang, Jalan Akses, Jembatan Akses;

Pekerjaan Perbaikan/Normalisasi Saluran dan Pembuatan Saluran;
Pekerjaan Galian Pondasi Sederhana;

Pekerjaan Pemasangan Pagar dan Sterilisasi;

Pekerjaan Pengeceran Rel, Ballas, dan Bantalan;

Pekerjaan Galian dan Pengelaran Kabel Persinyalan;

Pemasangan Patok, dan Pekerjaan Papan Nama Proyek;

Pekerjaan Pemasangan Cerucuk Bambu, Pengecoran Jalan, dan
Track Panel;

Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (Pasangan Batu), Pengeceran
Material Timbunan pada Normalisasi Lereng dan Penanaman
Gebelan Rumput;

Pekerjaan Ouercapping,

Pekerjaan Pengecatan;

Pekerjaan Kontruksi Sipil Sederhana lainnya vyang dapat
dilaksanakan oleh Tenaga Kerja Padat Karya.

DI LINGKUNGAN BPSDM PERHUBUNGAN
Al

Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Asrama;

Pekerjaan Revitalizasi Asrama;

Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Ruang Kelas;
Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik; dan
Pekerjaan Perawatan Gedung dan Halaman Kantor

DI LINGKUNGAN BPTJ
Al

Pekerjaan terkait Pengadaaan dan Pekerjaan Pemasangan Fasilitas
Perlengkapan .Jalan Nasional di 7 Ruas Wilayah Jabodetabek;
Pekerjaan Pembangunan ATCS Terintergrasi Tenaga Penunjang
Operasional Terminal;

Pekerjaan Revitalisasi Terminal; dan

Pekerjaan Bangunan Gerbang Masuk dan Keluar Terminal.

2018, No

.1064
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B. SOP MONEWV DAN PELAPORAN PROGRAM PADAT KARYA
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B.1 FORM DAFTAR PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA
KEGIATAN......
SATKER/BALAI/UPT..............
TAHUN ANGGARAN ....

Paket Pekerjaan

Nama Kegiatan

Provinsi

Kabupaten

Kecamatan

Desa

Status Jenis Keterangan
Nama
No iMandor/Tuka | Kelamin Rumah Pengangg Setengah
Pekerja
ng/Pekerjal (L/P) Tangga Miskin ur Penganggur
SO 1o 1
Dibuat oleh, Mengetahui
(Staf Surveyor Satker) (KPA[PPK)

NB : dilampirkan fotokopi KTP

www.peraturan.go.id



2018, No.1064 26

B. II FORM DAFTAR HADIR PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA
KEGIATAN........
SATKER /BALAIfUPT.........
TAHUN ANGGARAN ....
Nama Kegiatan :
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Hari/ Tanggal
Nama
Mo Alamat Tandatangan Keterangan
Pekerja
e 2.
Dibuat oleh, Mengetahui
(Penyedia Jasa) (KPA/PPEK)
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B. Il FORM UPAH PEKERJA PROGRAM PADAT KARYA
KEGIATAN......
SATKER/BALAI/UPT....
TAHUN ANGGARAN ....
Nama Kegiatan
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
Desa
Hari/Tanggal
Jumlah
Status
Jenis Jam Jumlah Upah Upah
Nama (Mandor /T Tanda
No Kelamin | Mulai - Hari Kerja Per yang
Pekerja | ukang/Pek Tangan
] (L/P) Selesai Kerja hari Diterima
erja)
(Rp.000)
. |
Juru Bayar, Diperiksa, Mengetahui
(Penyedia Jasa] = oo ssssssssssssesssesses
(Konsultan) (KPA/PPK])
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B. IV FORM LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PROGRAM PADAT KARYA
SAMPAI DENGAN MINGGU KE ... BULAN ...
TAHUN ANGGARAN ....
SATKER/BALAL/UPT: ..o I assssssssisnsisbisniiisisiisisiin
Pagu Waktu Progres Jumlah Total Biaya
a2 Alokasi Padat & N
Angga Pelaksa Tenaga Upah
Na Provinsi Kabupaten | Kecamatan Desa Karya
ran naan Kerja
ma
No (Rp.00 | Targ | Realis Figik | Keuan | Tar | Reali | Targ | Realis
Pro
" Tar | Reali | Tar | Reali [ Tar | Reali | Tar | Reali Q) et asi (%) gan get | sasi et asi
ye
get | sasi | get | sasi | get | sasi | get | sasi [Rp.0 | (Rp.0O [Rp.00 | fora | [oran | (Rp.) | (Rp.)
00) 0) a) ng) | g
. ...20..
NE : dilampirkan dokumentasi kegiatan
|KPA/PPK)

B. V FORM REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI PROGRAM PADAT KARYA
DIREKTORAT JENDERAL/BADAN...
SAMPAI DENGAN MINGGU KE ... BULAN ...
TAHUN ANGGARAN ....
Pagu | Alokasi Padat Jumlah Total Biaya
Provinsi Kabupaten | Kecamatan Desa Angga Karya Tenaga Kerja Upah
No | Sub Sektor Tan | Target | Realis | Targ | Realis | Target | Realisa
Tar | Realis | Tar | Realis | Tar | Realis | Tar | Realis ng.loo (Rp.00 | asi et asi (Rp.) | st [Rp.)
get asi get asi get asi get asi 0) [Rp.00 | [oran | (orang
0) gl |
1 | Direktorat
Jenderal /Ba
dan...
A 20..
NB : dil irkan dokumentasi kegiatan e
Hamplrian dokumentasi kegiatan (DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN.............. )

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUELIK INDONESIA,

TTD

BUDI KARYA SUMADI
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